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ABSTRAK 

SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DAN BANGUNAN DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN 

MANDAU KABUPATEN BENGKALIS  

OLEH  

FIKRI  BANGSAWAN 

02070616574 

 

Tugas Akhir ini dilakukan pada Febuari 2023 sampai bulan Maret 2023 untuk 

menganalisis potensi penerimaan Bea Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) yang merupakan salah satu penerimaan Pajak daerah yang ada di Kota 

Duri . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriktif. Teknik dalam pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB setiap 

tahunnya mengalami perubahan. terkadang pada periode tahun tertentu target 

tidak tercapai. Target yang tidak tercapai dikarnakan BPHTB termasuk klompok 

self assesment system yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

terhadap wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Terkadang 

wajib pajak tidak melaporkan pajaknya sesuai realitanya, sehingga mereka 

melaporkan kewajiban lebih kecil,bedasarkan tanah dan banguan yang dimiliki. 

Pemerintak kota Duri menetapkan kisaran nilai tanah bedasarkan zona nilai tanah 

dan bangunan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar 

pengenaan BPHTB. 

 

Kata Kunci : Bea perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) sistem dan 

prosedur. 
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ABSTRACT 

COLLECTION SYSTEM OF ACQUISITION DUTIES ON LAND AND 

BUILDINGS AT THE REGIONAL REVENUE OFFICE OF MANDAU SUB-

DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT 

BY 

FIKRI BANGSAWAN 

02070616574 

This Finali Project was conducted from February 2023 to March 2023 to analyze 

the potential revenue of Land and Building Acquisition Duty (BPHTB) which is 

one of the local tax revenues in Duri City. This research uses a qualitative 

approach with a descriptive method. Techniques in data collection by means of 

observation, interviews. The results showed that the realization of BPHTB 

revenue changes every year. sometimes in certain periods of the year the target is 

not achieved. The target that is not achieved is because BPHTB includes a group 

of self-assessment systems, namely a tax collection system that authorizes 

taxpayers to determine the amount of tax owed. Sometimes taxpayers do not 

report their taxes according to reality, so they report smaller obligations, based 

on the land and buildings owned. The Duri city government determines the range 

of land values based on the land and building value zones issued by the National 

Land Agency as the basis for imposing BPHTB. 

 

Keywords: Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) systems and 

procedures. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Didalam kehidupan sehari-hari setiap orang memerlukan kebutuhan hidup 

yang berbeda-beda. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut setiap orang 

harus memiliki penghasilan agar dapat memenuhi dan membiayai kebutuhan 

hidupnya. Negara tidak jauh berbeda dengan keadaan diatas. dimana negara juga 

memiliki kebutuhan serta memerlukan kebutuhan itu untuk untuk membiayai 

semua pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan warga 

masyarakatnya. Sebagai upaya untuk menuhi kebutuhan tersebut, negara melalui 

pemerintah sebagai penyelengara pemerintah harus memperoleh kebutuhan 

tersebut. Dengan itu pemerintah harus lebih giat lagi menggali potensi sumber 

daya manusia. Perpajakan merupakan salah satu sumber pemerintah negara guna 

pelaksaan pembangunan nasional. 

 Pajak merupakan iuran kepada kas negaraberdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan diberlakukan 

nya secara resmi era etonomi daerah di Indonesia mengharuskan setiap daerah 

yang ada dinegara Indonesia untuk lebih dalam menggali, mengkreasasikan dan 

memanfaatkan apa-apa saja yang dimiliki oleh daerahnya agar menghasilkan 

sumber penerimaan daerahnya seendiri. 
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Dimana nantinya sumber penerimaan itu akan mampu untuk membiayai 

pengeluaran dan belanja pemerrintah daerah dalam rangka menyelengarakan 

pemerintahan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dan sumber 

pendapatan atau penerimaan tersebut salah satunya yaitu bersumber dari pajak 

daerah. Tanah dan sebagai dari bumi yang merupakan karunia allah swt memiliki 

fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk papan lahan usaha bahwan 

alat investasi yang menguntungkan. Sesuai dengan undang- undang dasar 1945 

disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran 

rakyat. Disamping tanah, bangunan juga membeikan manfaat ekonomi yang sama 

bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah 

dan banguann dianggap wajar apabila memberikan kontribusi kepada negara 

melalui pembayaran pajak dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan merupakan 

salah satu bagian dari jenis pajak daerah. 

 BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perrolehan hak atas tanah dan 

banguan. Yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan banguan disini adalah 

segala kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatan 

diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh perseorangan 

pribadi atau badan yang. objek pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan 

bangunan sedangkankan yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi 

atau badan yang mempunyai atau memprroleh hak atas tanh dan bangunan itu 

sendiri. 
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Slama ini Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang 

berkembang dalam meningkatkan sarana pembangunan dan disamping untuk 

menunjang pembanguan Kecamatan Mandau jugak banyak membutuhkan banyak 

dana dalam membiayai pengeluaran daerah,banyak sudah cara yang dilakukan 

untuk meningkatkan target dalam pemungutan pajak BPHTB.Pajak BPHTB ini 

merupakan pajak yang sangat penting dalam peningkatan daerah Kecamatan 

Mandau.Sehingga sektor pajak BPHTB ini dapat menjadi gerbong dalam 

meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah di Kecamatan Mandau , namun 

harapan itu tidak berjalanan dengan kesadaran masyarakat dalam menuniakan 

kewajiban membayar pajak. Sehubung dengan adanya pajak BPHTB ini akan 

adanya masukan penerimaan di dalam daerah Kecamatan Mandau. 

Bedasarkan data yang penulis peroleh dari kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kec.Mandau bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2020-2022 

sebagai berikut :   

                                                Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak BPHTB 

UPT Pendapatan Daerah Kec.Mandau 

No Tahun Target Realisasi 

1 2020 Rp.96.868.879.712 Rp.2.915.261.535 

2 2021 Rp.92.525.827.000 Rp.2.308.020.900 

3 2022 Rp.107.629.119.500 Rp.3.178.075.075 

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau, Tahun 2023 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2020 2021 2022 taget 

penerimaan pajak BPHTB dikantor UPT Pendapatan daerah Kec. Mandau 
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mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tabel diatas dijelaskan bahwa 

pada tahun 2020 Target dari UPT Pendapatan Daerah Kec.Mandau sebesar 

Rp.96.868.879.712 dan yang Terealisasi sebesar Rp.2.915.261.535 dan pada 

tahun 2021 mengalami penurunan Target sebesar Rp.92.525.827.000 dan 

yang Terealisasi sebesar Rp.2.308.020.900 pada tahun 2022 taget meningkat 

sebesar Rp.107.629.119.500 dan yang Terealisasi sebesar Rp.3.178.075.075. 

Karna didukungnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan 

pajak BPHTB, dalam hal ini apabila wajib pajak tidak membayar BPHTB 

ketika mereka hendak memproses pengalihan hak kepemilikan secara 

otomatis tidak akan dilayani oleh Badan Pertahan Nasional (BPN), bahkan 

tidak akan mendapat perolehan juga dari PBB dan juga Notaris, sebab dari 

pihak Dinas Pendapatan Kecamatan Mandau selaku pengelola pajak daerah 

ini sudah berkerja sama dengan pihak BPN, PBB, dan Notaris. BPHTB 

dianggap cukup pontensial sebagai slahsatu sumber pendapatan daerah yang 

di gunakan untuk melaksanakan pembangunan untuk kesejahterahan 

masyarakat. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi kewajiban yang 

dapat di paksakan pungutannya. 

Penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terkait dengan 

pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yag belum berjalan 

dengan baik di duga karna banyak faktor salah satunya sistem yang belum 

tertangani dengan optimal, oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas 

lebih dalam yang di tuangkan kedalam tugas akhir dengan judul. SISTEM 

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
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BANGUNAN (BPHTB) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 

PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN 

BENGKALIS 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan ,maka masalah yang akan diteliti 

adalah: 

1. Bagaimana sistem pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

di Unit  Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pemungutan bea 

perolehan  hak atas tanah dan banguan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

    Bedasarkan Latar belakang diatas penulis ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan  di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan bea 

perolehan hak atas tanah dan banguan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 



6 

 

 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa, mendapatkan pengalaman dalam penelitian yang sangat  

berharga dan mendapatkan binaan diri menuju mandiri. 

2. Bagi Istansi tempat penelitian, dapat dipergunakan sebagai masukan guna 

meningkatkan mutu pelayanan pajak BPHTB. 

3. Bagi Penulis selanjutnya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

penelitian slanjutnya. 

1.4. Metode penelitian  

 1.5.1 Lokasi penelitian  

            Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

JL.Desa Harapan No. 59 Duri. 

    1.5.2 Waktu Penelitia  

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada Februari sampai dengan Maret 2023 

    1.5.3 Jenis Data 

        Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data Primer data yang diperoleh secara langsung yang didapatkan melalui 

wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung terhadap 

instruktur kantor dan pihak yang bisa dijadikan narasumber dikantor Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau.  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media data dalam bentuk arsip ,laporan dokumen dan catatan yang diperlukan. 

1.5.4  Metode  Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 

yang digali yang di lakukan secara langsung melalui pecakapan atau tanyak jawab 

terhadap informen. 

2. Observasi 

Observasi adalah proses melihat dan memahami sutu objek penelitian untuk 

mendapatkan data dalam menunjang penelitian. 

3. Studi Dokumentasi  

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dengan 

mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diplajari. 

1.5. Analisis data 

     Analisis data yaitu sebagai upuya mengelola data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik data tersebut dapat di pahami dengan mudah dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan 

ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif . 
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1.6. Sistematika Penelitian  

       Sistematika Penelitian merupakan uraian yang mengenai apa yang menjadi 

dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir 

ini penulis susun atas 4 bab yang disajikan secara menyeluruh dengan uraian 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai 

Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian 

, Metode Penelitian dan Sitematika Penulisan.  

 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan 

diuraikan sejarah singkat UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 

susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas, visi , misi, dan dan 

tujuan kantorUPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. 

  BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

 Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang 

pengertian pajak, fungsi pajak, apa saja yang termasuk pajak pusat dan apa 

saja yang termasuk pajak daerah. Dalam ini juga menjelaskan pengertian 

pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), daras 

pengenaan pajak BPHTB, sistem pemungutannya, tatacara pembayaran 

pajak BPHTB, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan 

pidana pajak BPHTB. 
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  BAB IV : PENUTUP 

                    Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan 

dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM UNIT KERJA TEMPAT PELAKSANAAN 

LOKASI PENELITIAN UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN 

MANDAU KABUPATEN BENGKALIS 

2.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Desa Harapan, 

Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis Duri Riau 28784. 

2.2 Bagian/Unit Kerja Tempat penelitian 

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda 

Kabupaten Bengkalis 

2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 

3. Bidang Dana Perimbangan 

4. Bidang Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah 

5. Bendahara 

6. Koordinasi PBB-P2 

7. Bagian Administrasi 

8. Petugas Pemungut Lapangan 
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2.3 Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat Penelitian 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Unit Kerja UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau, Tahun 2023 
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2.4 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

     UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan 

tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan 

Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. 

Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan 

Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, Badan Pendapatan Daerah dipecah 

menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.  

   Badan Pendapatan Daerah mengurusi pajak hotel, restoran, hiburan, air 

tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak 

bumi dan bangunan dan, pajak BPHTB . Sementara Badan pecahannya yaitu 

Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan 

kebersihan kota.  

    Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak 

Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang 

pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring 

berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan 

penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan 

izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga 

menjadi tugas dari UPT Bapenda.  

   UPT pendapatan daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bengkalis 

No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis 
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Operasional Badan Pendapatan Derah dilapangan dan peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara 

operasional berkoordinasi dengan camat. 

2.5 Visi dan Misi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau  

a. Visi 

Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat serta 

meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan.  

b. Misi  

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

2.6 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja  

                UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapeda Kab. Bengkalis menyusun 

suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. 

Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah Kec. 

Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis: 

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau  

a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf. 
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b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya 

meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI kepada 

daerah. 

c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan 

daerah Kabupaten Bengkalis. 

d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan uraian tugas:  

a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi 

umum dan kepegawaian. 

b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengeloalaan 

penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau. 

c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau . 

d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja 

Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Bidang Dana Perimbangan  

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan 

lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan. 
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b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan 

lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan. 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan 

lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.    

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya 

Peyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi 

dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan 

lain-lain.  

5. Bendahara  

a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah. 

b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku 

penerimaan sejenis dan buku kas umum. 

c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten                  

Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal. 

d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 

6. Koordinator PBB  

a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau. 

b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan 

memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan. 
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c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau 

7. Bagian Administrasi  

a. Laporan bulanan pajak. 

b. Pembukuan penerimaan bulanan. 

c. Pendataan wajib pajak.  

8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian  

a. Memungut pajak. 

b. Mengantar SPTPD. 

c. Pendataan wajib pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, dan bedasarkan hasil 

penelitian yang penulis lakukan dengan judul Sistem Pemungutan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis,penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam jumlah penerimaan Pajak BPHTB di UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau pada tahun  2020 target mencapai Rp 96.868.879.712. 

sedangkan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 

92.525.827.000. lalu ditahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan  tidak seperti tahun kemaren sebesar Rp 107.629.119.500. 

2. Dalam sistem pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan (BPHTB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau  masi ada kendalanya faktor yang menimbulkan 

kendalanya antaralain : 

1. Karena masih rendahnya NJOP (Nilai Jual Objek  Pajak ) di Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis  

2. Kurangnya pemahaman  masyarakat tentang Pajak BPHTB dan sitem   

pemungutan Pajak BPHTB melalui self assessment system. 

3. Peraturan perpajakan yang setiap tahunnya mengalami perubahan  
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4. Pembayaran melalui online terkadang mengalami gangguan jaringan  

5. Masyarakat tidak mengetahui syarat yang diperlukan dalam pembayaran 

Pajak BPHTB  

6. Terjadi pemadaman listrik yang memperlambat pelayanan  

4.2 Saran 

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang 

mungkin dapat memberikan masukan , antaralain : 

1. Agar dapat meningkatkan pendapatan Pajak BPHTB, pihak UPT dapat 

melakukan Sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui media sosial 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pajak 

BPHTB. 

2. Untuk wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan dalam Pembayaran 

Pajak BPHTB, dan hindarilah pungutan liar hal ini sangat merugikan. 

3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih teliti , 

akurat, terhadap data yang diperoleh maupun variabel yang diperoleh yang 

dapat mempengaruhi pendapatan Pajak BPHTB di Kantor UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau. 
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